
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kal>upaten-Kabupaten 
Dalam Lingkungan Propirisi Sumatera Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor :i8 Tam bahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tab uri 2014 terrrarig Desa 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Repu blik 
lndonesia Nomor 5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahuri 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali rerakhir 
dengan Undang-undang Cipta Kerja; 

4. Peraturan Pcmcrintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang 
Pemindahan fbukota Kabupaten Daerah Tingkat If 
Langkat dari Wilayah Kodya Dati 11 Binjal ke Kola 
Stabat di wilayah Kabupaten IT Langkat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9); 

Mengingat 

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraruran Menteri Dalam 
Negeri Nomor I 12 Tahun 2014 tent.ang Pemilihan 
Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 
2015 tentang Petunjuk Teknia Pernilihan KepaJa Desa 
perlu disempumakan; 

b. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupari Tentang Perubahan Ke<tna /\las Peraturan 
Bu pat i IA,l.Tlgkat Nomor 31 Tahuo 201!:> tentang 
Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa; 

Menimbang 

BUPATI LANGKAT, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 

PE:RUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LA.NGK.AT 
NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS 

PEMILIHA.N KEPALA DESA 

PERATURAN BUPATI LANGKAT 
NOMOR ~ TAHtJN 2022 

BUPATl LANGKAT 
PROVINST SUMATERA UTARA 

SALIN AN 



Beberapa keten Luan dalam Peraturan Bu pati Langkat Nomor 3 J Tahun 2015 
Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Langkat Tahun 2015 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Notnor 31 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERVBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN BUPATI LANGI<AT NOMOR 31 'T'AHUN 
2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN K.EPALA 
DESA. 

Menetapkan 

MRMUTUSKAN : 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotarnadya Daerah Tingkat 
IT Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan 
Kabupaten Daerah Tingkat IT Deli Serdang(Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322): 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20 l 4 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 
diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 201 g tenrang' Peruhahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lemharan Negara Republik lndonesia 
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6321) ; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 
2014 ten tang Pemiliha.n Kepala Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 72 
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Kepala Desa ; 

8 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 
20 I 5 Ten tang Pem-iliha.n Kepala Desa Langkat 
[Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahua 2015 
Nornor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Langkat Nomor 21) scbagaimana tclah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Langkar Nomor ~ Tahuri 2019 Tenrang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Langkat Nomor 6 Tahun 2015 ten tang Pemilihan 
Kepala Desa (Lernbaran Daerah Kahuparen Langkat 
Tahun 2019 Nomor 3); 

9. Peraturan Bupati Langkat Nomor 31 Tahun 2015 
Tentang Petuniuk Teknis Pemiliha Kepala Desa (Berita 
Daerah Ka bu paten Langkat Tahun 20 l 5 Nomor 34 J 
eebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupau 
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2015 tentang 
Petunjuk Teknls Pemilihan Kepala Desa; 
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(IJ Bupati membenLuk panitia pemilihan di Kabupaten 
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati 

(2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
terdiri dari: 
a. Unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten 

yaitu Bupati, Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, 
Pimpinan Kejaksaan, Pimpinan satuan Teritorial 
Tentara Nasional Indonesia di daerah; 

b. Satuan tugas penangangan Corona Virus Disease 
2019 kabupaten / atau sebutan lainnya; dan 

c. Unsur terkait lainnya 
(3) Dalarn knndisi bencana nonalam Corona Virus Disease 

2019, Bupati membentuk sub kepanitian di kecamatan 
pada panitia pemilihan kabupaten sebagairnana 
dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari: 
a. Unsur forum koordlnasi pimpinan kecamatan yaitu 

Camat, pimpinan kepolisian, pimpinan ke .. vilavahan 
Tentara Nasional Indonesia; 

b, Satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 
?.019 kecamatan / atau scbutan lainnya; dan 

c. Unsur terkait lainnya 
(4) Tugas panitia pemilihan di kabupaten sebagairnana 

dimaksud pada ayat (2), meliputi: 
a. Mcrcncanakan, rnengoordinasikan dan 

menyetenggarakan sernua tahapan pelaksanaan 
pemilihan di kabupaten; 

b. Melakukan bimbingan teknls pelaksanaan pemilihau 
Kepala Desa terhadap panltia pernilihan Kepala Desa 
d1 desa; 

c. Merietapkan jurnlah surat suara dan kotak suara: 
d. Memfasllltasl penr-etakan surat l-llll-!rH chm 

pembuatan kotak suara serta perlengkapan 
pcmilihan lcinnya: 

c. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan 
perlengkapan pemtlihan lainnya kepada panitia 
pemilihan: 

f. Mernfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan 
Kcpala Dcsa di Kabupetcn: 

g. Melakukan pengawasan penyelenggaraan pernilihan 
Kepala D1~AA rlan melaporkan serta membuat 
rekornendasi kepada Bupati; dan 

h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
pemlliban. 

(5) Tugas Sub kepanitiaan perniliha di Kecamatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rneliputi: 
a. Melakukan sosialisasi dan edukasi protokol 

kesehatan daJam pelaksanaan pemilihan Kepala 
Desa kepada panita pemilihan di Desa, calon Kepala 
Desa, masyarakat desa dan satuan tugas 
penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa serta 
unsur terkait lamnya; 

b. Mengawasi pe.nerapan protokol kesehatan dalam 
pernilihan kepala desa; dan 

Pasal 15 

Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: 

(Berita Daerah Ka bu paten Langkat Tahun 2019 Nomor 10), diu bah sebagai 
berikut: 
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( 1) Petugas Pembantu Um um scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b meliputi petugas 
pendaftaran pemilih dan KPPS yang dibentuk dan 
ditetapkan olch panitia pcmil!han kepala desa tingkat 
desa. 

(2) Petugas pendaflaran pemilih sehagaimana dimaksud 
pada ayat (1) bertugas: 
a. Melakukan pendataan calon pemilih dengan 

menerapkan protokol keschatan; clan 
b. Melaporkan basil pendataan k.epada panina 

pcmilihan kepala desa tingkat desa 
(3) Kcanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) hPTj11mli:ih S [lirna] nri:ing yang terdiri dati Ketua, 
sekretaris, dan anggota, yang berasal dari masyarakat 
di lokasi TI'S yang mempunyai tugas 
menyelenggarakan pemungutan suara pemilihan 
kepala desa dJ TPS. 

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat ('.)) KPPS menyelenggarakan fungsi yang 
meliputi: 

a. Membantu panitia pemilihan kepala desa tingkat 
desa dalaru penyarupalan SlU'aL undangan 
pemungutan suara; 

b. Menerima dan memeriksa kelengkapan sarana dan 
dokumen pemungutan suara dari panitia pemilihan 
tingkat desa; 

c. Menyiapkan sarana kelengkapan pelaksanaan 
pemungutan suara di TPS; 

cl.. Menerima dan rnempersiapkan penggunaan alat 
pelinclung diri, dismfektan serta pembersih tangan 
(band sanitizer), dan/atau sabun cair termasuk 
menyediakan fasilitas cuci tangan dengan air 
mengalir; 

e. Membersihkan dan meJakukan disinfeksi sarana dan 
pra.sa.rana. di TPS sebelum dan setelah pemungutan 
dan penghitungan suara: 

f. Menerima surat mandat saksi calon kepala desa; 

Pasal21 A 

(1) Petugas pernbantu panitia sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 19 ayat (2) huruf c, yaitu petugas yang 
dianggap perlu dalam membantu kegiatan Panitla 
Pemilihan 

(2) Petugas sebagaimana dimaksud ayat ( 1 J, terdiri dari: 
a. Petugas Keamanan; 
b. Petugas Pembantu Umum;dan 
c. Dihapus 

3. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 
2 I A, yang berbunyi sebagai berikut: 

2. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut: 

c. Menyampafkan hasil pengawasan penerapan 
protokol kesehatan dalam pemiliha kepala desa 
kepada Ketua Panitia Pemilihan di kabupaten. 

(6) Ketentuan mengenai tugas panitia pemiliban 
sebagimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d 
dan e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada desa. 
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6. Diantara .Pasal 46 dan 47, disisipkan 7 (tujuh} Pasal baru ynkni Pnsal '16/\, 
Pasal 468, Pasal 46C, Pasal 460, Pasal 46E, Pasal 46F dan Pasal 46G 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

PEMlLIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM 
CORONA VlRUS DISEASE 2019 

BAB VTIA 

5. Diantara BAB Vil dan BAB Vlll disisipkan I (saru) AAA y:-11111 RAR VTIA, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

(1) Biaya Pernilihan kepala desa dan tugas panitia 
pemilihan kahupaien yang pelaksanaannya ditugaskan 
kepada desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupalen. 

(2) Biava pemillhan sebagairoaua dimaksud pArtA ayat ( l J 
dalam kondisi Corona Virus Disease 201 q didukung 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai 
l,c1111:u111-1uru1 h.1,ua11gru1 Llr.M. 

4. ICetentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut: 

g. Melaksanakan kegiatan pemunguta.n dan 
penghitungan auara pada TPS dengan menerapkan 
protokol kesehatan; 

h, Mengumumkan basil penghitungan suara di TPS; 
i. Membuat dan menandatangani berita acara Liap 

tahapan pemungutan suara dan penghirungan 
suara: 

J Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak euara 
yang berisi surat suara, berita acara pemungutan, 
pengh.itungan suara dan perlengkapan Iainnya; 

k. Menycrahkan dan menyampaikan kotak suara 
tersegel yang berisi surat suara, berita acara 
pemungutan, penghitungan suara dan perlengkapan 
lainnya sena seluruh kelengkapan dan dokumen 
pemungutan suara kepada panitia pemilihan kepala 
desa tingkat desa; 

I. Melaksanakan rugas lainnya yang diberikan oleb 
paniria pernilihan kepala desa tingkat desa, 

(!:>) Sebelum mclaksanakan tugas sebagairnana dimaksud 
pada ayai (4) KPPs mengucapkan sumpah/janji yang 
dipandu oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa 
tmgkat desa yang dilakukan secara serentak scbagai 
berikut: 
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpahyberjanji, bahwa 
saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya 
sebagai anggota KPPS dengan sebaik-bai.knya sesuai 
dcngan peraturan perunclang-undangan dengan 
berpedoman pada Pancasila dan Undang-undang 
Dasar Negara Republik lndoncsia tahun 1945. Bahwa 
saya dalam menjalankan tugas akan bekerja dengan 
sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi 
suksesnya pemilihan kepala desa, tegaknya demokrasi 
clan keadilan serta mengutama.kan kepentingan Negara 
daripada kepentingan pribadi atau golongan.• 
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(1) Tahap pcncalonan scbagairnana dimkasud dalam Pasal 
25 ayat ( 1 ), yang rncllputi kegiatan pendaftaran, 
pengambilan nomor unit dan kampanye wnjib 
dllakukan dengan penerapan protokol kesehatan. 

(2J Pcncrapan protokol kcschatan scbagaimana dimaksud 
pada ayat (lJ paling sedikit meliputi: 

a. Pada kegiatan pendaftaran, pengarnbilan nomor urut 
dan kampanye, calon kepala desa dilarang 

Pasal 46C 

Protokol kesehatan unruk tahap pcraiapan sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, dikhususkan 
dalam pP.mhAntnkAn pAniti::i pemilihan Kepala Desa oleh 
Sadan Permusyawaratan Desa. 

Pasal 46B 

(1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 37, dalam kondisi 
bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 
dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan. 

(2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1), mehputi: 
a. Melakukan pengukuran suhu tubuh bagi selurub 

unsur pelaksana paling tinggi 37,3°C (tiga pulu.h 
tnjuh koma tiga derajat celciusJ; 

b. Penggunaan alat pclindung di.ri berupa masker yang 
menutupi hidung dan mulut h.ingga dagu dan/atau 
dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali 
pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan 
pemilih; 

c, Penyediaan rernpat sampah tertutup di TPS untuk 
pembuangan sarung tangan sekali pakai; 

d. Tidak mclakukan jabat tangan atau kontak filiik 
serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 
(dua) meter; 

e. Menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam 
rnaupun di luar ruangan; 

r. Penyediaan rempat CtlCI tangan dengan sabun dan 
air mengalir serta hand sanitizer di tempat 
pcnyelenggaraan; 

g. Panitia dan pemilih membawa alat tulis masing 
masing; 

h. Melakukan penyemprotan disinfektan pada ternpat 
pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan sesudah 
kegjatan; 

i. Penyusunan tat 1.etak tempat duduk dengan 
penerapan jaga jarak, 

j. Penyediaan sumber daya kesehatan sebagai 
annsipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan 
kesehatan, dan/atau personel yang merniliki 
kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari 
satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 
2019 dcsa; dan 

k. Protokol kesehatan peucegahau Coruua Virus 
Disease 2019 sesuai denga.n kebutu han yang 
ditetapkan dalam keputusan Bupati. 

- 

Pasal 46A 
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melakukan segala bentuk kegiata.n y;,mg berpotensi 
mcnciptakan kcrumunan dan sulu ruenjaga jarak 
yaitu dekterasi, iring-iringan, konvoi clan 
mengundang masaa pendukung baik di dalarn 
maupun di luar ruangan; 

b. Pada kegiatan karnpanye, melakukan ketentuan 
melipuli: 
l) Dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, 

pertunjukan seni budaya, pawai kcndaraan 
bermotor scrta kegiatan lomba dan olah mg11 
bersama; 

2) Pelaksanaan kampanve diutamakan 
menggunakan media cetak dan mendia elektroruk 
dan/ata.u media sosial: 

3) Dalam ha! kampanyc lidak dapat dilakukan 
sebagaimana dimaksud pada angka 2). dapat 
dilaksanakan dengan membatasi jumlah p!!l'IPrtll. 
yang hadir paling banyak 50 [lima puluh] orang 
dengan tetap menerapkan protokol kesehatan; 

4) Pembagian bahan kampanye harus dalam 
keadaan bersib , dibungkus dengan bahan yang 
tahan terhadap zat cair, telah dlsrerilisasi dan 
dapat disertai dengan identltas calon Kepala Desa 
berupa narna, gambar, nomor urut dan pesan 
calon Kepala Desa 

5) Bahan kampanye diutamakan berupa masker, 
sabun catr, hand sanitizer. disinfektan berbasis 
alkohol 70'l/o [tujuh puluh persen] dan/ atau 
klorin serta sarana cuci tangan; dan 

6) Calon kepala desa atau pelaksana kampanye 
yang positif terpapar Corona Virus Disease 2019 
dilarang lcrlibal dalaru karupanye. 

(3) L<.ampanye sebagaimana dirnaksud parla ayat (2) huruf 
b, dilakeanakan dengan materi mengenai penanganan 
Corona Virus Disease 2019 dan dampak sosial ekonorni 
di Desa. 

(4) Pengambllan nornor urut sebagaimana dimkasud pada 
Ay::1t (?) dihadiri oJeh: 

a. Calon Kepala Desa 
b. Panitia pcmillhan Kepala Desa y.:ing rerdiri dari 

Ketua, wakil ketua dan anggota paling banvak 3 
{tiga) orang; 

c. l (satu) orang pcrwakilan panitia pemilihan di 
kabupaten; 

d. 1 (satuJ orang perwakilan sub kepanitiaan di 
kecarnaran; 

e. 1 (satu) orang perwakilan yang rnemiliki kemampuan 
di bidang kesehatan atau Um dari satuan tugas 
pcnanganan Corona Virus Disease 2019 deea/atau 
sebutanlainnya;dan 

f. l (saiu) orang perwakilan masing-masmg darl 
Lcmbaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat 
Desa. 

(5) Dalam hal terd.apat unsur yang tidak hadir 
sebaga.imana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam 
berita acara. 
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(1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap 
pernungutan suara sebagirnana dlmaksud dalam Pasal 
37 ayat (2), dengan mekanisme rneliputi: 

a. Melakukan identlfikasi kondlsi keseharan ierhadap 
daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas 
di luar desa; 

b. Tersedianya pembatas transparan pada mcja panitia 
pemilihan Kepala Desa untuk menghindarl tcrjacli 
kontak langsung antara panitla dengan pemilih; 

c. Menetapkan waktu pernungutan suara disesuaikan 
denga jumlah pernilih , jika pernilih tidak hadir sesuai 
waktu yang telah ditentukan tetap dapat 
memberlkan hak pilih di akhir waktu pemungutan 
euaru, 

d. Pernungutan suara wajib mempertimbangkan 
kondisi demografi desa, zona penyebaran Corona 
Virus Disease 2019 serta penyusunan tata letak 
icrnpat dud uk dengan memperhatikan pen era pan 
jaga jarak: 

e. Bagi pemillh yang sudah melakukan hak pillh 
dibcrikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan 

f. Berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik 
yang disampallcan dibungkus dengan bahan yang 
i.ahan terhadap zat cair, 

(?.) Saal proses perbltungan suara, dibadiri oleh: 
a. Calon Kepala Desa didampingi 1 (satu) orang saksi; 
b. Panitia pemilihan di Desa; 
c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari 

KPtua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) 
orang; 

d. 1 [satu] orang perwakilan panitia pernilihan di 
kabupaten; 

e. 1 (aatu) orang perwakilan sub kepanitiaan di 
kecamatan; 

f. I (satu) orang perwakilan yang mernlik! ke-rnarnpu.an 
di bidang kesehatan atau tim dari satuao tugas 
penanganan Corona Virus Disease 2019 dcsa; dan 

g. 'I (satu) orang per wakilan masing-rnasing dari 
Lembaga Kernasyarakatan Desa dan Lembaga Adat 
Desa. 

(3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir 
sebagairnana dirnaksud pRrlH Ry.:il (?.), dih11Ri dalarn 
bcrita acara. 

(4) Pelantikan Kepala Desa terpillh diJaksanakan secara 
langsung atau virtual/clcktronik. 

(5) Dalam hal pelantikan xepaia Desa terpilih 
dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan 
dihacliri oleh: 
a. Calon kepala desa terpllih bersama 1. (satu) orang 

pen damping; 
b. Forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten: 
c. Camat: 
d. Perangkat acara: dan 
e. Undangan lainnya. 

(6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (:5) dengan mempertirnbangkan jarak uau 
kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50°/o (lima 
puluh persen). 

Pasal 460 
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(1) Bupati melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa 
kepada Gubernur dan Menteri Dala.m Negeri melalui 
Direktorat -Jenderal Bina Pernerintahan Desa. 

(2) Laporan sebagalmana dimaksud pada ayat (1), 
rneliputi: 
a. Laporan basil persiapan pernilihan kcpala desa 

paling lama 14 (empat belas) hari sebelum 
pelaksanaan tahapan pernungutan suara dan 
perhitungao suara; dan 

b. Laporan pelaksanaan pemilihan kepala desa paling 
lama 14 (empat betas) hari setelah pelaksanaan 
tahapan pelantikan kepala desa terpilih. 

Pasal 46G 

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan Corona 
Virus Disease 2019 kabupaten berdasarkan rekomendasi 
dari panitia pemilihan di kabupaten dapat rnenunda 
pelaksanaan pernilihan Kepala Desa jika aituasi 
penanganan protokol kesehatan pencegahan dan 
pengendalian Corona Virus Disease 2019 tidak dapat 
dikcndalikan. 

Pasal 46F 

[I] Calon Kepala Deea, panitia pernillhan. pendukung dan 
unsur lain yang melanggar protokol kesehatan 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 19A sampai 
dengan Pasal 190 dikenai sanksi. 

(2) Sanksi sebagaimana dlmaksud pada ayat ( I J, mehputi: 
a. Teguran lisan; 
b, Teguran tertulis T; 
c. Teguran tertulis IT; dim 
d. Diskualifikasi, 

(3) Sanksi reguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a dikenakan kepada calon Kepala Desa, 
pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia 
pernilihan di desa. 

(4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) hu ruf a dikeuakan kepada panitia pemilihan d1 desa 
oleh sub kepanitiaan di kecamat.a.n. 

(5) Sanksi teguran tertulis l sebagaimana dimaksud pada 
ayal (2) huruf h dikenakan kepada calon kepala desa 
oleh sub kepanitiaan ui kecamatan berdasarkan 
laporan dari panitia pemeilihan di desa. 

(6) Sanksi tcguran tertulis IJ sebagalmana dimaksud pada 
ayar (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa 
oleh Bupatl berdasarkan rekomendasi darl panitia 
pernilihan di kabupaten alas laporan dari paniria di 
kecamatan. 

(7) Sanksi dtskuaunkas, sebagasmana dunaksud pada ayat 
(2) huruf d dikenakan kepada calon kepala desa oleh 
Bupati berdasarkan rekomendasi dad paniUa 
pemilihan di kabupaten atas laporan dari sub 
kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas 
penanganan Corona Virua Disease 2019. 

Pasal 46E 
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INDRA SALAHUD!N 
BER!TA DAERAH KABUPATEN LANCKAT TAHUN 2022 NOMOR 3 

lid 

Diundangkan di Stabat 
pada tanggal 7 Maret 2022 

SYAH AF'ANDIN 

ttd 

Pit. BUPATI LANGKAT 

WAKIL BUPATf, 

Ditetapkan di Stabat 
pada tanggal 7 Maret 2022 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati lni dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Langkat. 

Peraturan Bupati ini muJai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal TI 

Ketentuan mengenai pemllihan kepala desa dalam kondisi 
bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 berlaku 
sampai bcrakhi.mya masa status keadaau darurat beru-ana 
yang ditetapkan oleh Presiden. 

l'asa.1 49A 

7. Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 dieisipkan 1 [satu] Pasal baru yakni Pasal 
49A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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